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PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :71/M-IND/PER/7/2009
TENTANG

JENISINDUSTRI YANG MENGOLAH DAN MENGHASILKAN
BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3) DAN JENIS
INDUSTRI TEKNOLOGI TINGGI YANG STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a bahwa dalam rangka kgelasan dan kepastian

pelaksanaan kewenangan perizinan bidang industri oleh
Pemerintah sebagaimana diatur dalam Lampiran EE
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 16 ayat (1) huruf ¢
angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin Usaha
Industri, 1zin Perluasan dan Tanda Daftar Industri,
perlu menjabarkan jenis industri yang mengolah dan
menghasilkan Bahan Beracun dan dan Berbahaya (B3)
dan jenisindustri teknologi tinggi yang strategis,
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Mengingat :

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan
Menteri Perindustrian;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3671);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3698);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan
Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);

. Peraturan Pemearintah Nomor 17 Tahun 1986

tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang

lzin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Republik Indonesa Nomor
187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisass dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagai mana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon
| Kementerian Negara Republik Indonesia sebagamana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007,

Peraturan Menteri  Perindustrian Nomor 01/M-
IND/PER/3/2005 tentang Organisas dan Tata Kerja
Departemen Perindustrian;

Peraturan Menteri  Perindustrian Nomor 07/M-
IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri
Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal
di Lingkungan Departemen Perindustrian;

Peraturan Menteri  Perindustrian  Nomor 41/M-
IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian 1zin Usaha Industri, lzin Perluasan dan
Tanda Daftar Industri;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG

JENIS INDUSTRI  YANG MENGOLAH DAN
MENGHASILKAN BAHAN BERACUN DAN
BERBAHAYA (B3) DAN JENIS INDUSTRI
TEKNOLOGI TINGGI YANG STRATEGIS.

Pasal 1

Jenis industri yang merupakan industri yang mengolah dan
menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan jenis
industri yang merupakan industri teknologi tinggi yang
strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini.

Pasal 2

Kewenangan pemberian lzin Usaha Industri (IUl), Izin
Perluasan, dan Tanda Daftar Industri (TDI) terhadap:

a. jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasa 1
berada pada Menteri Perindustrian atau pejabat yang
dilimpahi kewenangan; dan

b. jenis industri dalam Klasifikas Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) yang sama dengan jenis industri dalam
Pasal 1 yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini, berada pada Gubernur atau Bupati/\Walikota
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasa 1
diatur kembali secara berkala setigp 2 (dua) tahun.

(2) Dadam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terlewati dan belum diatur kembali, berlaku jenis
industri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Ini.

Pasal 4

IUI, lzin Perluasan, atau TDI atas jenis industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterbitkan
sebelum dikeluarkan Peraturan Menteri ini  dinyatakan
berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian ini.



